BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 1 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA
DENGAN RATTMAT TUHAN YANG MATIA ESA
BUPATI DEMAIK,

Menimbang -2 bahwa untuk melaksenaken ketentuan Pasal 77 Peranman Pemerininh
Momer T2 Tahun 2003 tentsng Desa dan Pasal 22 Pemmturan Dacrah
Nomor 7 Tahun 2007 tentsng Sumber Pendapatan Dess periu adanya
Pedoman Pengelolann Keuanpan dan Keksvaan Desa vang meliputi
péfencanaan, PRt gangparan, penstanaahiaam, polsparan,
pertRiggungiawabon den pengawasan keusngen  dess serta teknie
pemaftitan kelayan desz ¢

B belwa berdasatkan pertimbanpan sebagaimona dimsksud dalam Bl a,
periv menetspkan Perativran Bupali lentang  Pedoman  Pengelolsan
Feetnngun dan Kekaywan Desn,

Menginget c 1o Unding-Undang  Momor 13 Tahun 1350 | tentang  Pembentukan
Daerih-daerah Kabupaten Dolam Linpkungan Propinsi Jawa Tengah;

Unideng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengparaan Negara
Yang Bersih dan Bebas dar] Korupsi, Kolusi dan Mepotisme { Lembazen
Nepare Republik Indenesia Tehun 1992 Nomor 75, Tembehan Lembaran
woegare Repubiik Indonesie Nomeor 3851);

3. Undang-Undang Momor 10 Tahon 2004 tentang, Pembentukan Peraturan
Peroncang-undangan Lembaran Megara Repoblik Indonesia Tahun 2004
Nomor 33, Tamhshga - Lembaren Negare Republik Indonesia Nomor
43807,

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenmng Pemerinteshan Deerah
{Lembaran  Megarn Republik Indonesin Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembarsn  Megarn  Republik  Indonesia Nomor 4437
rebagatmann telah divkeh beberapa kali, terakhir denpgan Undang-Undang
Namor 12 Tahun 2008 tentang Perubohan Kedua atas Undang-Undang
Moptor 22 Talnn 2004 '

[

Unigtamp-1 gl Memor 30 Takin 20064 1giang Merimbangan Kevangon
Aantera Pemerinth Puga) din Pemerineahan Doeral { Lembaran Negara
Republik Indoresia Tohen*2004 Womor 126, Tambahan Lembaran
Negnre Republik Indpnesia Momor 4438) ﬂ. 4..



10,

11.

12.

13.

14,

15.

la.

17.

18.

19,

Peraturan  Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluesan
Eolamadya Daerah Tingkat I Semarang (Lemberan Megara Republik
Indonesia Tehun 1976 Momor 25, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momar $079%;

Peraturan Temerintah Momor 5B Tahwn 2005 tentang Pengelolaen
Eevangan Daerah [ Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahon 2003
Momor 149, Tambahon Lembaran Megara Republik Indenesia Nomor
4578y;

Peraturan  Pemernteh  Momer 72 Tehun 2005  tentang Desa
{Lembearan Megara Bepublik Indonesia Tahun 2005 Nomer 54, Tambahan
Lembaran MNepgarca Republik Indonesia Womor 45870,

Peraturan® Pemerintah MNomor 79 Tahun 2005 tentang FPedoman
Pembinaan dan Pengawasen Penyclenggeraan Pemerintshan Daerah
(Lembaran Wegara Republik Indonesita Tahun 2005 MNomor 165,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4393);

Peratutan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Llrusan
Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Femerintah -Daerah Kabupaten/ Kota { Lembaran MNegara Republik
Indonesia Takun 2007 Nemor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4737

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Momor 1 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetepan, dan Pengesahan Badan
Permusyawaratan Desa | Lembaran Desrah Kabupaten Demak Tahun
2007 Momor 10,

Peraturan Daerah Fabupaten Demak Momor 2 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelaniikan, Pemberhentian
Semeniara  dan  Pemberbentian Kepala Desa  {Lembaran Dascrah
Kabupaten Demak Tohun 2007 Nomer 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Momor 7 Tahun 2007 tentang

Sumber Pendapatan Desa { Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun
2007 Homor T);

Peraturan Dasrsh Kabupaten Demak Nomor & Tehun 2007 tentang
Pedoman Pembenfukan den Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahwn 2007 Nomar 93

Perafuran Dasrah KEabupeten Demek Nemoer 8 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Keusngan Kepala Dess dan Perangkat Desa sebagaimena
teleh diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Demak Momor 3
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Momor 8§ Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lv:ml:uaran Duerah Eabupaten Demak Tahun 2010
Momor 3 0,

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomos 4 Tahun 2007 tenteng Pedoman
Penpeloloan Eekoyoan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomer 37 Tahua 2007 tentang Pedoman
Pengelolean Kevangan Deza

Peraturan Bupati Demek Momor 4 Tahun 2008 tentang Pelimpahan
Sebapian Kewenangan Bupati kepada Camat se Kabupaten Demak;

Peraturan Bupali Demak NWomor 32 Tabun 2009 tentang Pedoman
Pemvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, é" 31_.

%]



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

BAR 1
KETENTUAN UMUM
Pusal 1

Drdlam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i
4

.

10.

12

13,

14,

Deaerah adaleh Kebupaten Demak;

Pemerintah Daergh adaleh Bupati dan Perangkat Daerah n:hagm unsur
Penyvelenggara Pemeriniahan Daerak;

Pemerintahan Deerah adelah penyelenggaraan urusan pern:n.ntam.n oleh
pemerintah daceah dan DPRED ménurul asas olonomi dan tuges pembantuan
dengan prinsip MNegara Kesaluan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Megera Rebublik Indonesia Tahun 1945 di
Dareeah;

Bupati adalah Bupati Demak

Camat adalah Pejabat perangkat Dagrah  yang memimpin penyelenggaraan
pemerintahan di wilaysh Kecamatan;

Desa adalah kesatuan masysrakat hukum yang memiliki batas-batas wilaysh
yong berwenong  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan esal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dikormati dalamn sistem Pemerintahan Mepara Kesatuan Republik Indonesia |

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan  wrasan pemerintahan  oleh
Pemerintah Dieza dan Badan Permusyawaratan Desa  dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakal setempat berdasarkan ssal wsul dan adst
istiadat setempat yang diskui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia,

. Pemerintah Desa adaloh Kepala Desa don Perangkat Desa sebagai unsur

penvelengpara pemerintahan desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang  selanjulnya  disingkat BPD  adalah
Lembaga yang merupakan persujudan demckrasi dalem penyelenggerasn
pemarintalian Desa sebagai wtnsur penyelenpgara pemerintahan desa.

Kepala Deza adalah Pejabat yang memimpin penyvelenggaraan Pemerintah Desa
yang bertanggungjawab kepada Bupati melalul Camat.

Penjabat Kepale Dese adalah Pejabat yang menjalankan fungsi, MME,
tuges dan kewajiban Kepala Dese dalam waktu tertentu karena Kepala Desa
berhalangan atau terdapat kekosongen jabatan Kepala Desa;

Keuangan Desa adaloh  semus  hak dan  kewsjiban  dalam  rangka
penyelengparaan pemerintahan Desa vang dapat dinilal dengan vang termasuk
di dalemnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban desa.

Pengelolaan Kevangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanppungiawaban dan pengawasan
keuangan desa;

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-ungdanpan yang dibuat oleh Badan
Permusyawaratan Diesa bersama Kepala Desa; Jd:
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Angparan Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnye disingkat APBDes adalah
rencana keuangan tzhunan Pemerintahan Desa yang dibahas, dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan
ditetapkan derpan Peraturan Deza;

Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut
Rencana Kera Pembangunan Desa (REPDes) adalah hasil musyawarah
masyarakal desa tentang program dan kegiatan vang akan dilaksanakan wntuk
periode | {zatu) takhun;

Repcana Pembangunan Jangka Mepengah Desa vang selanjutnya disingkat
RPIMDes adalah dekumen perencanasn desa untuk periode & {enam) tahun,

Kekayaan Desa adalzh barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,
dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau pecolehan hak lainnya yang sah;

Pemepang Kekvasaon Pengelolpan Kewanpan Desn pdalah Kepala Desa vang
kerena jabatannye mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhen
pengelolaan Eeuangan Desa;

Pelakzane Tekniz Pengelolaan Kevangan Desa yang selanjuinys disebut
PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa uniuk
melaksanakan Pengelolaen Kevengan Desa;

. Rendabnra adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepela Desa untuk

menerimy, menyimpan, menvelorkan, menstousshaken, membayvarkan dan
mempertanggungjawabkan kevangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;

22. Surat Permintaan Pembayaran yvang selanjutnys disingkat SPP adalah dokumen

vang diterbitkan oleh Bendahara Desa aras pelaksanaan kegiatan wntuk
mengajukan permintaan pembayaran;

.Sur:t Perintesh Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen

vany dipunakan atan diterbitkan olah Kepala Desa selaku Pemegang Kekuagaan
Penpelolaan Keusnpan Desa;

- Pemanfaatan adalah pendayapunann kekayaan desa yang tidak dipergunakan

dalam bentuk sewa, pinjem pakai, kerjazsama pemanfastan dan bengun serah
guna’ bangun guna serph depgan fidak mengubah siatus kekayazan desa,

Sewa adalah pemanfaatan kekavaan desa oleh pihak lain dengan menerima
imbalan vang tusol dalom jangka wakiu terleniu;

Pinjam pakai adalah penyerahan penpeunsan kekavaan desa antar Pemmerintah
Desa dalam jangka waktu fertentu tanpa menerima imbalan dan setoleh jangika
waktu tertentu berakhic harus diserahkan kernbali kepada Pemerintah Desa atau
dapat diperpanjang dengan kesepakatan kembali;

Eerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekoyaan desa oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan pencrimaan desa.

Bangun guna serah adelah pemanfaatan kekayean desa I:Il:mp.ﬂ.rt.ﬂllﬂh aleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnys,
kemudian didayopunakan oleh pthak lain tersebut dalam janpka waktu testentu
yang telah disepakati wntuk selanjutnya dserahkan kembali tanah beserts
bangunan danfatav sarana berikut fasififasnya setelah berakhirnya jengka
wakti.

Bangun sarabh puna  adalah  pemanfastan kekayaen desa berups ftanah oleh
pihak lain dengan cera mendirtkan bangunan dan’ afau sarana  berikut
fasilitasnyns den setelsh selessi  pembangunannya  disershksn  uontok
didayvagunakan olely pihak [ain rersebut dalam jangka wakiu ferfeniy yang

disepuko. jf” ‘c’



BAR II
ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2

(1} Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel,
pertisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2} Pengelolaan keuangan desa sebagaimaena dimaksud pada ayat (1) , dikelola

dalam maza | ($alu) wwhun anggaran yakni tanggal | Januari sampal dengan
tangpal 31 Desember.

BAB 111
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3

(1) Kepala [esn sehagai Kepala Pemerinlah Desa adalsh Pemegang Kekuasaan
Penpelolaan Kevangan Desa dan mewakili Pemerintah Deza dalam kepemilikan
kekayaan desa yang dipisahkan,

(2} K-:pala Diesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mempunyei kewenangan -
menetapkan kebijakan tentang pelakzanzen APBEDes;

ménelapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;

menetapkan bendehara Dess;

menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimean desa dan
ménelapkan petuges yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

LN =

Pasal 4

(1} Kepala Desa dalam  menetapkan bendahara Desa sebageimana dimaksud ayat
(2) huruf ¢, setelah mendapat persetujuan dari BPD,

(£} Penetapan bendahara Désp sebagaimana dimaksud avat (1) dilakukan sebelum
dimulsinys tahun anggaran melalui Keputusan Kepala Deza,

Pasal 5

(1) Dalam melaksanekan pengelolaan kevangan Desa, Kepala Desa dibantu oleh
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang diangkat dengan
Keputesan Kepala Desa dan dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran
bersanghkutan .

(2} Pelaksana Teknis Pengelolsan Kevangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat
Desa, terdiri dari :

3. Sekretaris Desa; dan
b. Perangkat Dese lainnya.

(3) Sekretaris Desa sebhagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, bertindak selzku
koordinator pelaksanaan pengelolasn kevangan Desa dan bertanggung jawab
kepada Kepala Desa.

(4) Sekretaris Desa sebagaimana dimeksud pada ayat 3 mempunyai tugas
a. menyusun dan melaksanakan kebijekan pengelolaan APBDes.
b. menyusun dan mejaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa

€. 1neényusun Raperdes AFBDes, perubahan APBDes, dan pertanggung
jewaban APRDes.

d. menyusun rancangen Keputusss Kepala Desa teglang pelaksenaan Peraturan
Dresp tenteng APBDes dan Perubahan APBDes, 4



{5) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas sebapaimena dimaksud ayat (4)
huruf a, tetap memperhatikan Peraturan Bupati tenlang Standerisasi Harga
Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan setiap tahun di Kabupaten Demak

BAB IV

PENYUSUNAN RPIMDes DAN RKTDes
Bagian Kesatu
Rencana Pembanpunan Jangka Menengah Desa ( RPIMDes)

Pasal 6
{1y Kepala Desa terpilih menyusun RPIMDes untuk jangka waktu 6 (enam } tahun
atau sezuai masa jabatan Kepala Desa

(27} RPIMDes yang disusun schagaimana dimeksud ayat (1) merupakan penjabaran
dart visi dan misi Kepala Dese yang disampaikan delam proses pemilihan
Kepala Desa yang dituanghkan dalam Peraturan Desa ;

(1) RPIMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3
{tiga) bulan setelah Kepala Desa difantik.

' Bagian Kedua
Reneana Kerja Pembangunan Desa (RKTDes ).

Posal 7

{1} Kepala Desa bersama DBadan Permusyawaratan Desa (BPD ) menyusun
RKFDes yang merupakan penjabaren dari RPIMDes berdasarken hasil
Musyawsarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdesh

{2) Penyusunan RKPDes diselesaikan paling lambat akhic bulan Januari tahun
anggaran sebelumnya.

BAT V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DESA
DALAM APBDes

Bagian Kesatu
Penatansahaan Penerimann
Pasal &
(1) Penatausahaan Fencrimaan wajib dilaksanakan pleh Bendahara Diesa;

(2] Penatausahan — PCnETimEn sebageimana  dimaksod pada ayat (1}
menggunakan: '

a, Buku kas umum,
b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;

c. DBuku kas harian 1-J|:r'n"r:'zl-nt'.1.III



Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal @

{1} Penatausghaan Penpeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;

(2} Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa
" tentang APBDes atan Peraturan Dess tentang Perubshan APBDss melabui
pengajuan Sural Permintaan Pembavaran (SPP).

Bagian Kcetiga

Proscdur Pencairnn Dana
*asal 10

(1) Bendahara Desa mengajukan 3PP kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa,

{2) Sckretaris Desa meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajuken oleh
Bendahara Desa agar penpeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan
sesuai keterscdisan pos angparan vang telah ditstapkan dalam .H.FBDEE serta
ditengkan dalam Lembar Pengesahan.

{3) Dari hasil pengesahan dari Sekretaris Desa, Bendehara menyampaiken SPP
sebagaimena dimaksud ayal (1) kepada Kepala Desa,

(4) Kepola Desa mengeluarkan SPM berdasarkan gjuan yang tercantum dalam SPF
dimaksud dan mengejukan permchonon rekomendasi pencairan vang kepada
Camat dengan dilampiri Surat Pertanggungjawaban { SPI ) terhadap vang yang
telali dicairkan sebelwinnya,

Pasgal 11

(1) Bendshara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Gang yang
menjadi tangpung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran
kepada Kepala Dese paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

(2) Dokumen vang dipunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan
pengeluaren melipudi;

& PBukuo kas vmuom
b. Buku kas pembantu perincian abyek pengeluaran
¢, Buku xas harian pembani,

. Bagian Kecmpat
Pertanggungiawnban Penggunaan Dana

Pasal 12

Laporan perfanggungjawaban pengeluaran harus dilampir dengan ;
g, Buku kas wrnum

b. Buku kas pembantu perincian obwek pengeluaran yang disertai dengan bukt-
bukti pengeluaran yang sah

¢. Bukti atas penyetoran PPNIPPh ke ]:ai nicgara. 4’— 4_{



BAR VI
TATA CARA PENGELOLAAN, PEMANFAATAN,
ALIH STATUS HUKUM, DAN ALIH FUNGSI KEKAYAAN DESA
Bagian Pertama
Status Kepemilikan Kekayaan Desa
Pasal 13

(1} Kekayaan desa yang berupa tansh dibuktilean dengan dokumen kepemilikan yang
sah atas nama Desa.

(2) Dokumen kepemilikan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berupa
letter C/T0, akie jual beli dihedapan Notaris! PPAT atau sertifikat,

Bagian Kedua
Fengeloloan Kekayaan Desa
Pazal 14

(1) Pengelolaan kekaysan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian
hukui1, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilad. :
2} Pengelolaan kekaysen desa herus mengutarmakan prinsip daye guna dan hasil
guna untuk meningkatkan pendapatan desa.

{7} Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimeaksud ayat (1) harus mendapat
persetujuan BPD,

Pasal 15

Biaya pengelolzan kekayaan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

Pagal 16

Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk
kepentingen  penyelenggarasn  pemerintahan, pembangunan  don  pelayanan
ragyarakal desa

Pazal 17

Perencanzan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam Rencana Kerja Pemerintsh
Desa { BEPDes ) den APBDes setelah memperhatikan ketersediaan barang milik
desa yang ada

Bagian Ketiga
Pemanfantan Kelknvaan Desa
Puasal 18

Jeniz peranfaatan kekayaan desa berupa :

a Sewa;

b. Pinjam pakai,

c. Kerjssama pemanfpatan;

d. Bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pusal 19

(f) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa schagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huraf & dilakuken atas desar ;

a. Menguntungkan desa;
. Jangka wakiu persewaan disesuaikan dengan jenis kekayagn desa;
¢. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Desa. % ;{’
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(2} Sewe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian
spwa menyewn, Yang sekurang-kurangnya memuat ;

Pihak-pihak yang teckait dalam perjanjian;

Obyek perjanjian sewa menyewa;

Jangka wakiu,;

Hek dan kewnjiban para pihak;

Penyclesaian perselisihan;

Keadaan di luar kemampuan para pikak ( forcé majeure ),

Peninjauan pelaksanaan perjaniian.,

Pazal Illfl

(1) Kekayaan desa yang berupa tanah kas desa’ Bondo Diesa yang tidak digunakan
untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat disewakan,

R -

{2y Tata cara, syarat, jangka waktu dan hasil persewaan fansh kos desa diatur dalam
Peraturan Deza,

Posal 21

(1) Untuke memperolech harga yang wajar, persewaan atas tenah kas dese
dilaksanakan dengan sistem lelang di depan umum dan dipimpin Jangsung oleh
Kepala Desa etau Penjabat Kepala Desa dengan membentuk panitia elang
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. :

(2} Kepala Desa, Sekretariz Dese dan Bendahara DEEEi Secard fungmnal menjadi
Penanggung jawab! Ketua, Sekretaris dan Bendahara panitia lelang,

(31 BPD secara [ungsional 'melaksanakan pengawasan atas persewaan tanah kas
desa,

Pasal 23}

{1} Dalam rangka pengendalian, Camat melakukan I'.I.'Ii'.‘l['t'iT'lZIIi.t'lB: atas peliksanaan
persswaan tanah kas desa

{2y Biaya operssional untuk pelaksanzan, pengendalian dan  pengawasan
dibehankan pada APBDes sehesar 5 % ( lima persen ) dari hasil lelangan tanah
kas desa dengan pengaturan sebagai berikut -

a. Untuk hiaya operasional Pemerintah Desa sebesar 3 % ( tiga persen}),
b Untuk BPD selaku panitia pengawas sebesar 1 % { satu persen )
. Untuk Keeamatan selaku pengendali sebesar 1 % { satu persen).
Pasal 23

(1} Pemanfaaian kekayaan desa berupa pinjam pekai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa
lainnys.

{2) Pinjam pakai sebagaimana dimeksud pada ayzt (1} kecuall tanah dan bangunan,

(3) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai dilaksanakan setelah
mendapel persetujuzn BPID.

(4} Jangke wakiu pinjam pakai paling lama 7 { tujuh ) hari dan dapat dipsrpanjang.

(5) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian
pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat .
. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
Obyek perjaniian pinjam pakai;
Janghka wakis;
Hak dan kewajiban para pihak;
Penyelesaian perselisihan,
Keadaan di luar kemampuan para pi rod majeure );
Peninjavan pelaksanaan perfinjion. ,{,
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1)

(3

(4]

()

(2)

(3)

(4)

(5}

Paosal 24

Pemanfeatan kekayaan desa berupa kerjasama sebagaimana dimaksud pada
Pasal 18 huruf ¢ dilakukan atas r'asar :

a. Menpoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa;
b. Meningkatkan penerimaan/ pendapatan deza;

Kerjasama pemanfastan  kekayaan desa sebagaimana dimaksod ayat (1)
terhadap tanah dan/ atau bengunan dilaksanakan seteloh mendapat persetujuan
BPI);

Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sehagaimana dimaksud pada ayat (2}
dilaksanakan dengan keteniuan sebagai berikut :

2 Tidak tersedia atau tidek cukup tersedia dana dalam APBDes untuk
memenuhi biaya operasional! pemeliharaan perbaiken kekayasn desa,;

b. Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat
antara Eepala Desa dan BPD,

[hitetapkan oleh Kepala Desa setelsh mendapat persetujuan BPDY

d. Tidak diperbolehkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak
lain;

e. Jangka waktu kerjasama paling lame 3 (liga) tahun sesuai dengan jenis
kekayaan desa dan dapat diperpanjang,

Kerjasama pemanfeatan kekayaan desa sehapaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaxuken denpan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat :

a Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

b,  Obyek perjanjian sewa menyews,

¢, Jangka wakio;

d.  Hok dan kewajiban para pihak;
e. Penyelesaian perselisihan,
f  Keadaan di luar kemampuan para pinak | forcé majeurs ).
g Peninjavan pelaksanaan perianjian.
Iusal 25
Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guha serah

sebapaimana dimaksud Pasal 18 hurel d dilakukan atas dasar:

2 Pemerintah desa memertukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
pemerintahan desa untuk kepentingan pelayenan wmum;

b, Tidak tersedia dana delam APBDes untuk penyediaan bangunan dan
fasilitas.

Pemanfaatan kekayaan dese sebapaimana dimaksud peda ayat (1) dilaksanakan
getelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa,

Jangka waktu pemenfaatan kekayaan desa schagaimana dimaksud ayat (1)
paling lama 20 ( dua pulub } tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih
dahulu dilakukan evaliasi cleh Tim yang dibentuk cleh Kepala Desa,

Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pads ayat (3) disampaikan kepade
Pemerintah Desa untek dijadikan bahan pertimbangan,

Pemanfaatan kekayaan desa schagaimana dimaksud padﬁ ayat {1} dilakukan
depngan sural perjanjian yang sekurang-Kurangnys memat ©

a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

b, Obyek perjanjian serah poga’ guna seran |

‘e, Jangha waktu;

d. Hak dan kewsiiban para pi'jsak;qf



e.  Penyelesaian perselisihan;
f  Keadaan di luar kemampuin para pitiak { foreé majeure );
g. Penimjauan pelaksanaan perjanjian.

Bapgizn Ketiga
Alih Status Hubum dan Alih Fungsi
Kekayaan Desa

Pasal 26

Status hukum kekayasn desa sebagaimana dimeksud dalam Pasal 13 adalah milik
Pemeriniah Thesa.

(1)

(2}

(3

(4)

(1

(2)

Pasal 27

Kekaypan desa yang berupa tanah Thesa tidak diperbolehkan dilakukan
pelepason hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk
kepentingan umum dan’ alau voiuk kepentingan desa yanj dampaknya lebih
menguntunglkan desa atau dapat menambah pendapatan desa.

Pelepasan hak kepemilikan taneh desa sehagaimana dimaksod pada ayat (1)
dilakukan setelah mendoapat anah pengganti Yang senilai dan/ atau ganti mugi
seguai dengan harga yeng rmenguniungkan dess dengan memperhatikan harga
pasar dan Milai Jual Ohyek Pajak { MIOP ).

Patokan tanah penggenti yang senilal sebageimans dimaksud avat {2) depet
didasarkan pada luas, tingkat procuktifites, atau letaknys.

Penpgantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain
yang lebih baik dan berlokasi di desa sétempal.

Pazal 28

Prosedur peralinon hok tanah / tukar menukar lanah yang dilaksanakan oleh
Degn dan untek kepentingan umum atau Pemerintah Desa ditempuh melalui
prosedur sebagai berikut :

a. Kepaln Desa mengadakan musyawarah dengan tokoh atan lembaga
kernasyarakatan yeng ada di desa untuk membahas permohonan
dilakukannya tukar menukar tanah desa;

h. dari hasil musyawarah tersebut, Kepala Deza menyusun Bancangan
Perzturan Desa tentang tukar menukar dimaksed dan mengajukan kepada
BPD untuk mendapatkan persetujuen;

c. atas dasar persetujuan BPD yang dituangkan dalam Keputusan BPD tentang
persetujuen  fukar  menukar tapah  desa, Kepala Desa mengajukan
permohonan rekomendasi’ ijin tertulis kepada Bupati melaloi Cameat;

d. Tim yang dibentuk oleh Bupati melakukan kajian dan kunjungan lapangan
untuk memberikan pertimbangan yang hasiinya dituangkan dalam Berita
Acars dan digampeikan kepada Bupeti dan Gubernur untuk mendapatkan
ijin tertulis;

Pesalihan hak tansh desa sebagaimana dimeksud peda ayat {1) hendaknya

dilaksanakan delam kerangke memperkuat Pemerintahan Desa, khususnys

pemanfaatan peningkatan sumber-sumber pendapaten dan kekayaan desa uniuk
kepentingan penyelenggarzan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

mEsyarakat. ﬁi’d 'C,_

11



BAR VIl
PEMBINAAN DAN FENGAWASAN

Masal 20

(1} Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan

ﬁP'B-I:'}:-s yang meliputi pengelolaan keuangan dan kekayaan deza df dalamnya,
(2) Pembinaan dan pengawasan pemerintsh Kabupaten schagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliput : ¢
8. membina dan mengawasi pengelolaan kevangan desa dan pen fan
aset/ kekayaun desa, i

b. Egherjkun pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminisirasi keuangan

{3) Pembinaan dan pengawasan Cemat sebapaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi:
a. memfasilitasi adminjstrasi keuangan desa,
b s g TR Lot e e B R T T W AT
Koo Jesa
BAB VIIT
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pazal 30

Peraturan Bupati ini hanys bersifa melengkapi, dengan demikian petigaturan
tengelolaan keuangen dan kekavean desa secara winiim tetap berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayasn Desa, Peraturan Menteri Dalam Neger Momor 37 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Persturan Deerah
Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendepatan Desa serta
Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman ' Penyusunan
AFBDes .

BARIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

(1) Pada saart Persturan Bupati ini mulai berlaky maka semua ketentean yang
Mefgalur mengenai  Pengelolaun  Keuangan dan Kekayaan Desa  wajib
menyesuaikean dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;

(2} Hal-hal yang belum diatur dalam Pereturan Bupai ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksenaannyva diatur lebil lanjut oleh Bupati,

Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlgky pada tanpeal diundangkan.

Ager setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penem patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

BUPATI DEMAK
TTD
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demalk

pada tanggal 19 Januar 2011
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